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PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mdo

&0\ trE\IX, z
a5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Benny Marthen Kambey, tempat dan tanggal lahir Airmadidi, 23 Mei

1975, agama Islam, pekerjaan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001
RW 007 Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagai
Pemohon I;

Nazly Tuahuns, tempat dan tanggal lahir Airmadidi, 07 Desember
1989, agama Islam, pekerjaan Tiada,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001
RW 007 Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
47/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 para Pemohon telah
melangsungkan pemikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Airmadidi
Atas, dengan wali nikah yaitu wali Nasab (Ayah Kandung) Bapak Husen
Tuahuns dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan
yang menjadi munakih/penghulu adalah Bapak Husen Tuahuns serta yang
menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Ramli Madjid dan Bapak Abdurahman
Abdullah;

2. Bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat pada Kantor
Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus jejaka sementara
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il belum pemah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di
KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon |l telah
melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (ba’da dukhul) namun belum
dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk
kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan
dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan pemikahan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon II
beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3
tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan
melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan
Airmadidi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab
tergolong Masyarakat Kurang Mampu sebagaimana tercantum dalam Surat
Keterangan dengan No: 982/AA/SK/N/1/2022 tertanggal 30 Juni 2022;
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10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Manado cg Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Benny Marthen Kambey)
dan Pemohon Il (Nazly Tuahuns) yang dilangsungkan pada tanggal 01
September 2014 di Kelurahan Airmadidi Atas;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada KUA Kecamatan Airmadidi sesuai dengan alamat domisili yang
tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon
juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mahfud Lamato, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Airmadidi Atas
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga saksi;

— Bahwa pada tanggal 01 September 2014 di Kelurahan Airmadidi Atas;

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali Nasab (Ayah Kandung)
Bapak Husen Tuahuns dengan mahar berupa seperangkat alat sholat

dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/penghulu adalah Bapak Husen
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Tuahuns serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Ramli Madijid
dan Bapak Abdurahman Abdullah;

— Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus Jejaka sementara
Pemohon Il berstatus perawan;

— Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon |
dan Pemohon Il belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah
tersebut di KUA Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

— Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri belum dikaruniai anak;

— Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut
untuk kepastian hukum dan nantnya untuk pengurusan segala yang
berkaitan dengan pendataan;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan pemikahan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon
Il beragama Islam);

2. Daud Katili, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Airmadidi Atas RT.00

RWXIKecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga saksi;

— Bahwa pada tanggal 01 September 2014 di Kelurahan Airmadidi Atas;

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali Nasab (Ayah Kandung)
Bapak Husen Tuahuns dengan mahar berupa seperangkat alat sholat
dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/penghulu adalah Bapak Husen
Tuahuns serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Ramli Madijid
dan Bapak Abdurahman Abdullah;

— Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus Jejaka sementara

Pemohon Il berstatus perawan;
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— Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon |
dan Pemohon Il belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah
tersebut di KUA Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

— Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri belum dikaruniai anak;

— Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut
untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang
berkaitan dengan pendataan;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan pemikahan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon
Il beragama Islam);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku Il (Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah
diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan temyata selama
pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon yang dilaksanakan
secara hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, untuk dapat
memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut
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dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku sekaligus untuk keperluan administrasi para Pemohon dan kepentingan

hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonan
para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal
1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon
mengetahui terjadinya pernikahan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam
keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri
sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan
saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa pada tanggal 01 September 2014 para Pemohon telah
melangsungkan pemikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Airmadidi
Atas, Minahasa Utara

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali Nasab (Ayah Kandung) Bapak
Husen Tuahuns dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai,
dan yang menjadi munakih/penghulu adalah Bapak Husen Tuahuns serta

yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Ramli Madjid dan Bapak
Abdurahman Abdullah;
— Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus Jejaka sementara

Pemohon Il berstatus perawan;
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— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon II
beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum
Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami,
wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima)
rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah
menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan
jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, hal ini sesuai dengan
maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan
para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak
terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis
lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak
mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat
islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para
Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo di mana para
Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama dalam lingkungan
masyarakat sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan
harmonis. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan
berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah,
selama pernikahan tidak terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad
baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang
lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut
mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai
dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam dalam kitab I'natuth
thalibin dan Al-Igna sebagai berikut :

Kitab I'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Jse (paliis s s ge abag by dinaa JS33l el e ol 550l A
Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”
Kitab Al-Igna juz Il halaman 123 yaitu :

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon
suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”
Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para
Fukaha (ahli Figh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas,
sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat

sendiri dalam memutuskan perkara ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon | dan Pemohon
I mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka
Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Benny Marthen Kambey)
dan Pemohon Il (Nazly Tuahuns) yang dilangsungkan pada tanggal 01
September 2014 di Kelurahan Airmadidi Atas;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada KUA Kecamatan Airmadidi sesuai dengan alamat domisili yang
tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

4. Membebankan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Manado Tahun 2022

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M.
Karim sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring,
S.H.lI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para
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hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai

panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I
Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



